
BAB I

PENDAHULUAN
1.1.     Sejarah Badan Pertanahan Nasional (BPN)
1.1.1.  Zaman hindia belanda

Prinsip yang dianut oleh pemerintah kolonial pada saat itu adalah untuk memperoleh hasil yang istimewa kepada pihak penjajah dan kepastian hak, akibatnya dari hal itu adalah hukum agraria yang ada menjadi begitu beraneka ragam.  

Pada masa itu, hukum agraria di bagi menjadi beberapa macam menurut :

1. Sistem pemerintahan  :

·        Daerah gubernemen

         Daerah yang di perintah langsung oleh atau atas nama pemerintah pusat.
·        Daerah swapraja

         Daerah yang tidak diperintah langsung oleh pemerintah pusat.

         Akibat dari adnya pemberlakuan hukum ini adalah dikenal istilah tanah mentah di daerah swapraja dimana terhadap tanah itu berlaku hukum adat.
2. Wilayah jawa dan luar jawa

3.    Agrarische wet

Hukum ini dimaksudkan untuk menguntungkan pemerintah penjajah dengan cara mempersempit kesempatan pengusaha swasta untuk mendapat jaminan atas tanah. Kepada para pengusaha hanya di berikan hak sewa atas tanah kosong selama 20 tahun yang dikenal dengan nama persoonlijk. Tanah macam itu tidak dapat dijadikan jaminan hutang.

Pada tahun 1860-1870 di ajukan suatu rancangan undang - undang yang ketentuannya adalah sebagai berikut  :

·   Tanah negara dapat diberikan hak erfpacht paling lama 90 tahun.
·    Persewaan tanah tidak di benarkan.

·    Persewaan tanah dengan pribumi dan golongan lain di atur.
·    Hak tanah adat diganti menjadi hak eigendom.
·    Tanah komunal diganti menjadi milik.
·    Undang-undang hanya berlaku di jawa dan madura.

Undang-undang ini di setujui tetapi tidak mengabulkan permohonan tentang hak tanah adat diganti menjadi eigendom dengan S.1870-55.
4. Pernyataan tanah Negara

       Berlaku untuk luar daerah jawa dan madura.

       Semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai tanah milik, di anggap   sebagai tanah Negara dalam artian dimiliki oleh Negara.
5.    Menurut BW dikenal beberapa istilah tanah :

·    Hak eigendom

·    Hak postal

·    Hak pinjam pakai

·    Hak erpacht
·    Hak pinjam

6.    Menurut hukum adat

Dikenal konsep hak ulayat, yaitu hak satu persekutuan dalam masyarakat hukum adat untuk pengusahaan tanah di wilayah hukum adatnya. Tanah ulayat dapat menjadi hak milik jika hubungan antara anggota masyarakat hukum adat itu renggang. 
1.1.2.   Masa penjajahan Jepang

Tidak ada suatu perubahan yang terjadi dalam masa penjajahan Jepang, karena masa penjajahan yang begitu singkat.
1.1.3.   Awal kemerdekaan
Ada beberapa peraturan baru untuk mengganti peraturan agraria masa kolonial, antara lain  :

·     Pengawasan terhadap penindakan atas tanah 

·     Mengutamakan hak warga Negara

·     Penguasaan atas tanah-tanah

·     Pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat 
·     Penghapusan tanah partikelir

Yang dimaksud dengan tanah partikelir adalah berkenaan dengan hak pertuanan yang meliputi :

1. Hak mengangkat atau memberhentikan kepala desa
2. Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang penggantinya

3. Hak meminta pungutan

4. Hak mendirikan pasar dan meminta biaya pemakaian jalan dan penyebrangan

5. Hak yang sederajat dengan hak pertuanan.
1.1.4.   Lahirnya UUPA
Merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 yang merombak secara utuh hukum pertanahan masa kolonial. Adapun dasar penyusunan UUPA adalah :

· Bahwa Negara RI adalah  Negara yang sebagian besar rakyatnya masih bercocok tanam dan semuanya memiliki fungsi yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
· Hukum agraria yang lama dibuat untuk kepentingan pemerintah kolonial
· Hukum agraria yang berlaku bersifat dualisme

· Hukum Negara tersebut tidak menjamin kepastian hukum rakyat

1.1.5.   Ketentuan pokok hukum agraria pada 24 September 1960

Setelah terbentuknya UUPA, terbentuklah departemen agraria dan pada tahun 1988 dibentuklah BPN yang disahkan oleh PP 26/1998 tentang pembentukan BPN tanggal 24 juni 1988 sampai dengan sekarang.                                                                        
1.2.  Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

1.2.1. Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
1.2.2. Misi

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketanahan pangan.

2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

1.3.   Logo Badan Pertanahan Nasional (BPN)
          Gambar 1.1.
       Logo Badan Pertanahan Nasional (BPN)
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Lambang Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan bentuk suatu kesatuan. Gambar dan tulisan terdiri dari: 
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 Gambar 4 butir padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 tujuan penataan pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.
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 Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.
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 Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangan. 3 Garis Lintang dan 3 Garis bujur memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960.
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 Gambar 11 bidang grafis bumi memaknai atau melambangkan 11 agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI.

· Warna coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh.

· Warna kuning emas melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran.

· Warna abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.
1.4.   Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi  : 

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.

10.  Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.

11.  Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

12.  Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di  bidang pertanahan.

13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di  bidang pertanahan.

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.  11 (Sebelas) Agenda Kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. 

2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik. 

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 

7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan. 

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 

11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. 
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1.6.   Sturktur Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat.



1.7.   Sturktur Sub Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Jawa Barat


1.8.  Job Description Sub Bagian Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat

Tugas dari Sub Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Jawa Barat adalah, mendata seluruh pegawai BPN di seluruh wilayah administratif  Jawa Barat.
Uraian tugas yang dimaksud pada pasal (1) adalah sebagai berikut :

1. Meyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala sub bagian tatausaha tentang tindakan yang perlu di ambil dalam melakukan urusan surat menyurat kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, sarana dan prasana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. 

3. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring  pelaksanaanya.
4. Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan  pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan surat meyurat, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, sarana dan prasana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi. 

5. Mengumpulkan dan mensistimasikan / mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan surat menyurat. 

6.  Mengumpulkan dan mensistimasikan /mengolah data dan informasi pertanahan yang mencakup data pengukuran bidang tanah, data pendaftaran tanah, data penetapan hak atas tanah, data potensi tanah, data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan, data landreform data konsolidasi tanah, data pengolahan dan pemberdayaan masyrakat, data sengketa konflik, dan perkara pertanahan serta wakaf pertanahan.
7. Melakukan administrasi kesejahtraan pegawai meliputi peyelesaian jaminan hari tua (TASPEN) asuransi kesehatan BAPERTARUM.
8. Menyiapkan usulan peserta calon petugas belajar pendidikan dan latihan serta calon peserta ujian dinas bagi pegawai di lingkungan kantor pertanahan untuk di sampaikan ke kantor wilayah BPN.
9. Menyiapkan usulan peserta calon petugas belajar pendidikan dan latihan serta calon peserta ujian dinas bagi pegawai di lingkungan kantor pertanahan serta menyiapkan usulan rencana pengembangan karir pegawai ke kantor wilayah BPN

10. Membuat daftar nominatif pegawai yang memenuhi persyaratan untuk memenuhi kenaikan pangkat dan menyiapkan usulan kenaikan pangkatnya

11. Menyiapkan surat usulan pensiun, usulan hukuman disiplin ke kantor wilayah BPN

12. Menyiapkan dan menyelenggarakan sumpah atau janji PNS, PPAT, survey berlisensi kenaikan gaji berkala, cuti pengangkatan dalam jabatan serta mutasi kepegawaian di lingkungan kantor kepegawaian di lingkungan kantor pertanahan

13. Menyiapkan dan menghimpun bahan dalam rangka

· Penyusunan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP3) daftar hadir dan formulir di bidang kepegawaian

· Usulan daftar penetapan angka kredit (DUPAK) pejabat fungsional ke kantor wilayah BPN

· Usulan calon penerima tanda kehormatan dan penghargaan lainnya

· Penyusunan rencana mutasi promosi dan kenaikan pangkat sesuai kewenangan

· Penyusunan perjalanan dinas dan daftar infentarisasi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan kantor pertanahan

· Penyusunan konsep surat keputusan penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan barang dan jasa, panitia pemeriksa dan penerimaan barang, pengelola barang serta SK penanggung jawab kendaraan dinas

· Penyiapan sarana dan prasarana serta petugas loket yang profesional untuk layanan, yang meliputi pelayan informasi, penerimaan berkas, pembayaran atau keuangan dan penyerahan produksi

· Penyiapan usulan bagi tenaga administrator pengelola komputerisasi pelayanan, data dan informasi pertanahan

· Pelayanan data dan informasi baik berupa data digital atau analog yang di butuhkan pimpinan

· Penyiapan bahan koordinasi layanan pertanahan

· Penyiapan bahan pelaksanaan tugas – tugas kehumasan

14. Memelihara dan mengelola data dan tata naskah di bidang kepegawaian 

15. Menyusun rencana kebutuhan dan melakukan urusan pengeadaan barang inventaris, blangko dan alat tulis kantor (ATK).
16. Menerima, mengagenda surat-surat masuk serta mendistribusikan pada masing-masing unit kerja di lingkungan kantor pertanahan serta melakukan penomoran dan penggandaan surat-surat serta mengirim surat keluar

17. Melakukan urusan protokoler, menyiapkan tempat rapat sarana dan jamuan untuk rapat dan persiapan lainnya, serta mengurus penggunaan saran fisik dan saran lainnya dilingkungan kantor pertanahan 

18. Melakukna urusan keamanan, ketertiban dan kebersiahan kantor serta menyiapkan upacara/ apel

19. Melakukan inventarisasi penyimpanan dan usulan penghapusan barang-barang inventaris di lingkungan kantor pertanahan serta melakukan pendistribusian barang-barang inventaris, blangko (sertifikat  PPAT dan daftar-daftar isian), ATK kepada unit kerja di lingkungan kantor pertanahan

20. Pengkoordinasian pengelolaan loket dan pembinaan petugasnya

21. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana kantor

22. Menyiapkan dan meghimpun bahan dalam rangka penyusunan  :
· Laporan milik negara BMN dari daerah 

· Laporan unit akuntansi kuasa penggunaan barang UAKPB kantor pertanahan ke KANWIL BPN

· Laporan keadaan pegawai dan daftar urut kepangkatan atau DUK di lingkungan kantor pertanahan

23. Mengarsipkan surat-surat dinas dan warkah surat keputusan surat hak 

24. Melakukan inventarisasi permasalahan dan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah mengenai urusan surat-menyurat, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan, pertanahan serta pengelolaan dan informasi pertanahan

25. Melakukana hubungan kerja dalam rangaka kelancaran pelaksanaan dengan unit kerja terbaik

26. Melaksanakan evaluasi dan menyusun loporan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dalam melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, sarana dan prsarana, koordinasi pelayanan pertanahan, serta pengeloalaan adat dan informasi

27. Mengumpulkan dan mengidentifikasikan isu-isu strategis pertanahan untuk diasmpaikan kepada kepala kantor pertanahan melalui kepala sebagaian tata usaha

28. Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penelitian dan pengembangan

29.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.9.   Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang ada untuk fasilitas kantor Badan Pertanahan (BPN) kantor wilayah jawa barat  meliputi fasilitas kerja dan fasilitas gedung, sebagi berikut:



1.10.    Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.10.1.  Lokasi Praktek Kerja Lapangan 

Adapun tempat pelaksanaan PKL ini adalah di.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.586 Bandung –  Telepon (022)  7562057.
Alamat Website  :  www.bpn.go.id
1.10.2. Waktu Praktek Kerja Lapangan
Adapun tanggal pelaksanaan PKL ini adalah pada tanggal 6 Juli 2009 hingga 1 Agustus 2009. Yang dimulai dari hari Senin hingga Kamis, jam kerja dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB dan pada hari Jumat, dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu dan Minggu  libur.

�





Sumber  :  www.bpn.go.id








Gambar 1.2.


Struktur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Barat.
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Gambar 1.3.


Struktur Sub Bagian Kepegawaian
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Sumber : Arsip Sub Bagian Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional (BPN)








Tabel 1.1.


Sarana dan Prasarana





No�
Sarana dan Prasarana�
Kondisi�
�
1�
Gedung dengan jumlah 2 (dua) lantai�
Baik�
�
2�
Ruang Kerja�
Baik�
�
3�
Ruangan berAC�
Baik�
�
4�
Ruang Arsip�
Baik�
�
5�
Perangkat Komputer�
Baik�
�
6�
Ruang Rapat�
Baik�
�
7�
Telepon �
Baik�
�
8�
Lapangan parkir�
Baik�
�
9�
Taman�
Baik�
�
10�
Meja kerja�
Baik�
�
11�
Masjid�
Baik�
�
12�
Koperasi pegawai�
Baik�
�
13�
Kantin�
Baik�
�
14�
Toilet�
Baik�
�
15�
Sarana olah raga�
Baik�
�
16�
Buku – buku petunjuk kerja�
Baik�
�






Sumber : Arsip Sub Bagian Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional (BPN)
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		STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

																																KANTOR WILAYAH

																																BADAN PERTANAHAN NASIONAL

																																KEPALA		: Drs. Teddy Rukfiadi

																																TMT/NIP		: 2-5-1957 / 19570502 198012 1 001

																																PNKT/GOL.		: Pembina Utama Muda (IV/c)

																																TMT		:

																																T. LAHIR		:

																																																		Bagian Tata Usaha

																																														KEPALA						: Drs. H. ARMANSYAH SALAM

																																														TMT/NIP						: 6-2-2008 / 19571129 198003 1 003

																																														PNKT/GOL.						: Pembina Tk.I (IV/b)

																																														TMT						: 1-10-2006

																																														T. LAHIR						: Bengkulu

																																						Subbag Perenc. & Keuangan												Subbag Kepegawaian																Subbag Umum & Informasi

																																						KEPALA		: Nurhaedi, SE										KEPALA						: Drs. Indrawan										KEPALA						: Budiyarsih, SE

																																						TMT/NIP		: 31-07-2006/										TMT/NIP						: 31-07-2006/										TMT/NIP						: 26-03-2007/

																																								19560324 197903 1 001																19620311 198303 1 001																19710409 199603 2 001

																																						PNKT/GOL.		: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.						: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.						: Penata Tk.I (III/d)

																																						TMT		: 01-10-2008										TMT						: 01-04-2009										TMT						: 01-04-2008

																																						T. LAHIR		: Majalengka										T. LAHIR						: Tasikmalaya										T. LAHIR						: Wonogiri

		Bidang Survei Pengukuran & Pemetaan														Bidang Hak Tanah & Pendaftaran Tanah														Bidang Pengaturan & Penataan Pertanahan												Bidang Pengendalian Pertan. & Pemberd. Masy																		Bidang Pengkaj. Penang. Sengk & Konf. Pertanahan

		KEPALA						: Ir. Hadi Priyatna								KEPALA						: Ir. Sudarmanto, MM								KEPALA				: Ir. Joko Heriyadi, MM								KEPALA				: Euis Neni K,SH.MKn.SP1														KEPALA						: Adiana Ratih Y, SH.SP1.MA

		TMT/NIP						: 26-03-2007/								TMT/NIP						: 6-2-2008 / 010163512								TMT/NIP				: 21-06-2006 /								TMT/NIP				: 22-07-2009														TMT/NIP						: 22-07-2009

								19550429 198303 1 001														19540204 198303 1 002												19590408 198503 1 002												19610903 199103 2 001																				19620617 199103 2 002

		PNKT/GOL.						: Pembina Tk.I (IV/b)								PNKT/GOL.						: Pembina Tk.I (IV/b)								PNKT/GOL.				: Pembina (IV/a)								PNKT/GOL.				: Pembina  (IV/a)														PNKT/GOL.						: Pembina (IV/a)

		TMT						: 01-10-2005								TMT						: 1-1-2001								TMT				: 01-10-2006								TMT				:														TMT						: 1-4-2007

		T. LAHIR						: Jakarta								T. LAHIR						: Bantul								T. LAHIR				: Banyumas								T. LAHIR				: Bandung														T. LAHIR						: Cimahi

				Seksi Pengukuran & Pemetaan Dasar														Seksi Penetapan HT Perorangan														Seksi Penatagunaan Tanah												Seksi Pengendalian Pertanahan																		Seksi PPS & Konflik Pertanahan

				KEPALA				: Ir. Cecep Yayan Suryana										KEPALA				: Hadiat Sondara D, SH										KEPALA		: Drs. Muhammad Noorsamsi										KEPALA				: Yan Martua OH, SH														KEPALA						: Agah Nugraha, SH

				TMT/NIP				: 31-07-2006 /										TMT/NIP				: 26-03-2007/										TMT/NIP		: 04-09-2009										TMT/NIP				: 26-03-2007/														TMT/NIP						: 04-09-2009 /

								19611226 199003 1 001														19630916 198603 1 002												19610812 198503 1 006														19620320 199103 1 002																				19560717 198903 1 001

				PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.		:Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)														PNKT/GOL.						: Penata Tk.I (III/d)

				TMT				: 01-07-2001										TMT				: 1-4-2006										TMT		:1-10-2003										TMT				: 01-04-1997														TMT						: 1-10-2007

				T. LAHIR				: Bandung										T. LAHIR				: Bandung										T. LAHIR		: Tasikmalaya										T. LAHIR				: Banda Aceh														T. LAHIR						: Indramayu

				Seksi Pemetaan Tematik														Seksi Penetapan Hak Tanah Badan														Seksi Penataan Kawasan Tertentu												Seksi Pemberdayaan Masyarakat																		Seksi PP Perkara Pertanahan

				KEPALA				: Ir. I.Gst.Pariatna Jaya										KEPALA				:  Meijana Irawan Sukarja,SH										KEPALA		: Supriatna, ST										KEPALA				: Mahfud, A.Ptnh														KEPALA						: R. Jajat Priatna, SH

				TMT/NIP				: 26-03-2007/										TMT/NIP				: 04-09-2009 /										TMT/NIP		: 13-3-2008 /										TMT/NIP				: '04-09-2009														TMT/NIP						: 26-03-2007 /

								19610727 198903 1 001														19670527 199403 1 003												19631202 199103 1 001														19630817 198503 1006																				19650612 199103 1 005

				PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.		: Penata (III/c)										PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)														PNKT/GOL.						: Penata Tk.I (III/d)

				TMT				: 01-01-2001										TMT				: 1-4-2006										TMT		: 1-10-2006										TMT				:1-4-2008														TMT						: 01-04-2003

				T. LAHIR				: Denpasar										T. LAHIR				: Bandung										T. LAHIR		: Bandung										T. LAHIR				: Indramayu														T. LAHIR						: Bandung

				Seksi Pengukuran Bidang														Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah														Seksi Landreform

				KEPALA				: Ir. Eddy Rochjadi										KEPALA				: Drs. H. Usman Budiharto										KEPALA		: Riswan Suhendi, SH

				TMT/NIP				: 13-3-2008 /										TMT/NIP				: 31-07-2006/										TMT/NIP		: 31-07-2006 /

								19531210 199203 1 001														19651106 198903 1 004												19631202 199103 1 001

				PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.		: Penata Tk.I (III/d)

				TMT				: 1-4-2004										TMT				: 01-04-2001										TMT		: 01-07-2001

				T. LAHIR				: Bandung										T. LAHIR				: Cirebon										T. LAHIR		: Cianjur

				Seksi Survei Potensi Tanah														Seksi Pendaftaran, PPH & PPAT														Seksi Konsolidasi Tanah

				KEPALA				:										KEPALA				:  Sutoro, SH										KEPALA		: Slamet Sriyono, SH

				TMT/NIP				:										TMT/NIP				: 26-03-2007/										TMT/NIP		: 31-07-2006 /

																						19630921 199103 1 003												19591216 198303 1 001

				PNKT/GOL.				:										PNKT/GOL.				: Penata Tk.I (III/d)										PNKT/GOL.		: Penata Tk.I (III/d)

				TMT				:										TMT				: 01-04-2002										TMT		: 01-04-2005

				T. LAHIR				:										T. LAHIR				: Indramayu										T. LAHIR		: Semarang
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